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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Pemenuhan Hak bagi Kreditor Separatis Kepailitan yang dalam kasus 

ini adalah PT.PPA selaku Kreditor Separatis dan Kertas Leces sebagai 

Debitornya, dalam kasus ini tidak memberikan jaminan secara penuh 

mengenai eksekusi hak tanggungan yang dikuasai Kreditor Separatis 

tersebut, walaupun jaminan mengenai eksekusi hak tanggungan 

secara jelas tertuang di dalam KUH Perdata. Sehingga, dalam KUH 

Perdata hak Kreditor Separatis mengeksekusi hak tanggungan lebih 

memiliki kepastian hukum, dibandingkan dengan yang tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.  

Disini juga terdapat perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran 

terkait jangka waktu dalam hal eksekusi hak tanggungan  antara 

Hakim Pengadilan Niaga Semarang dan Mahkamah Agung ,dimana 

Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa jangka waktu 2 

bulan,adalah digunakan untuk mengeksekusi jaminannya yang 

dilakukan oleh Kreditor Separatis pemegang hak tanggungan, maka 

dalam jangka waktu itu Kreditor Separatis pemegang hak tanggungan 

harus dapat menunaikan haknya, sebelum jangka waktu 2 bulan yang 

diatur dalam Undang-Undang Kepailitan berakhir. Sedangkan dalam 
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putusan Kasasi nya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa jangka 

waktu sesuai yang tertuang dalam Pasal 59 adalah dimulainya pada 

saat Kreditor Separatis mengajukan Eksekusi Hak Tanggungan, 

sehingga bukan dalam pelaksanaannya. 

2. Jaminan kepastian hak bagi Kreditor Separatis sudah diatur dalam 

Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan kewajiban 

Pembayaran Utang, namun Pasal ini tidak memberikan keterangan 

secara rinci dan detail terkait penerapannya atau dalam arti lain dalam 

pasal ini tidak mengatur secara jelas terkait pelaksanaannya, sehingga 

dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan perbedaan tafsiran Pasal.  

 

B. SARAN 

1. Perlu adanya penjelasan yang mengatur secara terperinci mengenai 

jangkawaktu pelaksanaan hak eksekusi sesuai yang diatur dalam 

Undang-Undang Kepailitan, sehingga memberikan kepastian hukum 

bagi Kreditor Separatis terkait.  

2. Meskipun jaminan pemenuhan hak sudah tertuang dalam Undang-

Undang Kepailitan, namun tetap dibutuhkan perlindungan hukum 

yang tegas lagi bagi Kreditor Separatis sehingga dapat terjamin asas 

keadilan dalam proses Kepailitan tersebut.  
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